BAB 1II 14
TUJUAN, MACAM-MACAM HUKUMAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGEMUDI DALAM HUKUM ISLAM

A, Tujuan Hukuman dalam Hukum Islam

Tujuan utama dalam penjatuhan hukuman dalam sya
ri'at Islam adalah pencegahan(ar-rad-u waz-zajru) dan
pengajaran serta pendidikan(al-islah wat-tahdzib).
Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar +ti-
dak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar pembuat
tidak terus-menerus melakukannya. Pencegahan ini, mem-
punyal kegunaan yang rangkap, yaitu menahan ‘terhadap
pPembuat sendiri supaya tidak mengulangi perbuatannya ,
dan menahan terhadap orang lain supaya tidak melakukan

nya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah .

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman
adakalanya berupa pelanggaran terhadap larangan atau
meninggalkan sesuatu yang diwajibkan(kewajiban). Arti
pencegahan pada keadaan yang pertama ialah larangan un
tuk memperbuat sesuatu, sedangkan arti pencegahan pada
keadaan kedua ialah:agar pembuat menghentikan reningga
lannya terhadap kewajiban atau supaya ia .. menjdlankan

kewajiban itu.

Oleh karena hukuman dimaksudkan sebagai pencega
han, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang

cukup mewu judkan tujuan tersebut, tidak boleh  kurang
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atau lebih dari batas yang diperlukannya, sehingga ter
dapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Jika
demikian adanya, maka hukuman dapat berbeda-beda ter-
utama hukuman ta'zir, menurut perbedaan pembuatnya, se
bab diantara pembuat-pembuat jarimah ada yang cukup de
ngan diberi peringatan, ada yang cukup dijilid, bahkan
ada yang perlu dimasukkan dalam penjara dengan masa

tertentu.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari‘at Is
lam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap
diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusaha-
kan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan u-
tama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bu-
kan karena takut akan sanksi hukuman, melainkan karena
kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, ser-
ta menjauhkan diri dari lingkungannya, sehingga menda-
patkan ridla Tuhan. Kesadaran demikian ini, rmerupakan
alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, kare-
na seseorang sebelum melakukan jarimah akan *berfikir
bahwa Tuhan senantiasa mengetahuinya dan hukuman akan
menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak, baik
dapat ditangkap okeh penguasa negara atau tidak. |

bisafiping 88kT kebatkin pribadi pembuat, syari'
at Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan mem-

benfuk masyarakat yang baik dan didasari oleh rasa sa-



ling menghormat dan mencintai antara sesama anggotanya

dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

(Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 255 - 257).

B. Macam-macam Hukuman

Hukuman dalam syari'at Islam dapat dibagi menja

di beberapa golongan, menurut segi tinjauannya, yaitu:

1. Dari Segi Pertaliannya Satu Hukuman Dengan Lainnya

Penggolongan hukuman dari segi “pertaliannya

antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, ada

empat macam hukuman :

a,

b.

Hukuman pokok(:{;&ﬁpﬁliiglxq,‘gepérti,hukumaggqg
Shasnuntuk jarimah pembunuhan, atau'hukﬁman po-
tong tangan untuk jarimah pencurian.

Hukuman pengganti(:&:;Avk;ﬁgﬂLﬂ), yaitu _hukuman
yang menggantikan hukuman pokok, Jika hukuman po
kok tidak dapat: dilaksanakan karena alasan yang
shah. Sepertli hukuman diat sebagai rengganti hu-
kuman gishas, atau hukuman ta'zir sebagai peng -
ganti hukuman had atau hukuman gishas yang tidak
bisa dilaksanakan. Sebenarnya diat itu sendiri ’
adalah hukuman pokok untuk pembunuhan semi sehgg
ja, akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukp

man gishas. Demikian juga ta'zir adalah' hukuman
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pokok untuk Jjarimah ta'zir sendiri, tetapi men-
Jadl péngganti pula bagi jarimah-jarimah hudud
atau qiéhas-diat karena alasan-alasan tertentu .
c¢¢ Hukuman tambahan(:l;s.\,;l,:_,},c-), yaitu  hukuman
yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan ke
putusan secara tersendiri, seperti larangan me-
nerima warisan bagi orang yang melakukan pembu-
nuhan terhadap keluarganya, sebagai tambahan da-
ri hukuman qishas(mati), atau hukuman dicabutnya
hak sebagai saksi bagi pelaku jarimah qadzaf se-
bagai tambahan hukuman pokoknya( jilid 80 :kali).
d. Hukaman pelengkap(wt A “2L1§l£), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada
keputusan tersendiri dari hakim, seperti menga-
lungkan tangan pencuri yang telah dipotong leher

nya.(Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 260 - 261).

2. Dari Segi Kekuasaan Hakim Dalam Menentukan Berat-Ri

ngannya Hukuman

Penggolongan dari segi kekuasaan hakim dalam
menentukan bérat-ringannya hukuman, ada dua macam
hukuman, yaitu :

a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya
tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya
seﬁerti hukuman jilid sebagai hukuman had(80 ka-
1i atau 100 kali).
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b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas
terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk me
milih hukuman yang sesuai antara kedua batas ter
sebut, seperti hukuman penjara atau Jjilid pada
jarimah-jarimah ta¥zir.(Ahmad Hanafi, M.A., 1990
s 261),

3. Dari Segi Besarnya Hukuman yang Telah Ditentukan

Penggolongan dari segi besarnya hukuman yang

telah ditentukan, ada dua macam, yaitu :

a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya
dimana hakim harus melaksanakannya tanpa dikura-
ngi atau ditambah, atau diganti dengan hukuman
lain. Hukuman ini disebut "Hukuman keharusan" a-
tau ZL‘tjylitjgu;.

b. Hukuman yang diserahkan pada hakim untuk dipilih
nya dari sekumpulam hukuman-hukuman yang ditetap
kan oleh syara' agar bisa disesuaikan dengan ke-
adaan pembuat dan perbuatannya. Hukuman ini dise

but "Hukuman pilihan"( Eéjé,ﬁfgL:}iﬁd.

(Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 262).

4, Dari Segi Tempat Dilakukannya Hukuman

Penggolongan dari segi tempat .. dilakuktannya

hukuman, dibagi menjadi empat macam hukuman :



a.

b.
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Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan a-
tas badan, seperti hukuman mati, dera, penjara
dan sebagainya.

Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas
Jiwa seseorang, seperti ancaman; peringatan dan -
tegoran.

Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan atas
harta seseorang, seperti diat, denda dan perampa

san harta.(Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 262).

Darl Segi Macamnya Jarimah yang Diancamkan Hukuman

Penggolongan dari segi macamnya jarimah yang

diancam dengan hukuman ini, dibagi menjadi empat ma

cam, yaitu :

a.

b.

Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan a-
tas jarimah hudud, seperti zina, qadzaf(menuduh
orang lain berbuat zina), minum minuman keras R
mencuri, haribah(pembegalan/perampokan, gangguan
keamana), murtad, dan pemberontakan(al-baghyu) .
Hukuman gishas-diat, yang ditetapkan atas jari-

mah-jarimah gqishas-diat. Jarimah gishas-diat ini

-ada lima, yaitu : pembunuhan senga ja( .\-A.xx)\\\.:.;)

pembunuhan semi sengaja(J«LSJ\‘Lf,& "5), pembu-
nuhan karena kesilapan/tidak senga ja( sléijﬁl;)
renganiayaan sengaja(.XaJRhZE?—E’), penganiaya-
an tidak sengaja { 5¥b—2Az;>~_5?0.



C.
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Hukuhan kifarat, yaitu hukuman yang - ditetapkan
untuk sebagian Jarimah gqishas dan diat, dan bebe
ra jarihah ta'zir.

Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan
untuk jarimah-jarimah ta'zir. '

(Ahmad Hanafi, M.A., 1990 : 262).

Imam Abu Zahreh dalam kitabnya "Al-Jarimah Wal U
qubah fil Figh al-Islamy" memberikan definisi me
ngenai ta'zir, yaitu hukuman-hukuman yang tidak
ditetapkan oleh nash syara' dengan men jelaskan
ketentuan-ketentuannya, dimana kepada Waliul am-
ri(pengnasa negara) atau kepada hakim diberi ke-
leluasaan/kewenangan untuk menentukan hukuman=-
hukumannya. (Abu Zalrah, tt : 75).

Sayid Sabiq dalam kitabnya "Fighu al=-Sunnah" mem
berikan definisi ta'zir yaitu tindakan edukatif
terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada
sanksi had dan kifaratnya, atau hukuman yéng bexr
sifat edukatif, yang ditentukan oleh hakim ataé
relaku tindak pidana atau pelaku perbuatan mak-
slat yang hukumannya belum ditentukan oleh sya-
ritat, atau telah ditentukan hukumannya, tetapi
beiﬁﬁ memenuhi syarat untuk pelaksanaan hukuman.

(Sayid Sabig, 1983 : 497).

Hukuman tatzir dalam Islam terdiri dari :
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- Hukuman mati, kebolehan dijatuhkannya hukuman
mati dalam ta'zir jika kepentingan umum meng -
hendaki demikian, atau kalau pemberantasan pem
buat tidak bisa terlaksana kecuali dengan ja-
lan membunuhnya, seperti mata-mata, pemfitnah,
residivist yang berbahaya.

= Hukuman jilid, sebenarnya hukuman jilid merupa
kan hukuman pokok, dimana untuk jarimah-jarima
h hudud sudah ditentukan jumlahnya, ~misalnya
seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh
kali dera untuk gqadzaf. Sedang untuk jarimah=-
Jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlahnya.

- Hukuman kawalan(penjara kurungan), ada dua ma-
cam hukuman kawalan, yaitu hukuman kawalan texr
batas dan dan hukuman kawalan tidak terbatas ’
dari segi wektunya. Untuk hukuman kawalan ter-
batas, batas terendah satu hari, sedang Dbatas
tertinggi tidak kesepakatan dikalangan ulama',
Hukuman kawalan tidak terbatas, tidak diten-
tukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat
berlangsung terus sampai terhukum mati atau
bertaubat.

- Hukuman pengasingah(at-Taghrib wal-Ib'ad), hu-
kuman pengasingan untuk jarimah ta‘zir merupa-
kan hukuman had, untuk jarimah selain’zina hu-

kuman pengasingan adalah hukuman ta'zir. Huku-
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man tersebut dijatuhkan apabila perbuatan pem-
buat dapat menjalar atau merugikan orang :laér
in. Masa pengasingan dalam jarimah ta'zir me-
nurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak lebih da
ri satu tahun, agar tidak melebihi masa penga-
singan yang telah ditetapkan sebagai '.:hukuman
had., Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasing-
an bisa lebih dari satu tahun.

Hukuman salib, hukuman ini merupakan hukuman
had untuk jarimah hirabah., Tetapi untuk jari-
mah ta'zir hukuman salidb tidak didahului oleh
hukuman mati.

Hukuman pengucilan(al-Hajru), seperti . firmen
Allah SWT : "Maka nasehatilah istri dan pencil
kanlah dalam tidur".(An-Nisa' : 34),

Hukuman ancaman(tahdid), teguran(tanbih) dan
peringatan.

Hukuman denda(:x_—AXrJ&“). (Ahmad Hanafi, M.A.
» 1990 : 299, 305, 308, 312 - 316),

Dikalangan fugqaha' ada perbedaan pendapat ten-
fang apakéh denda bisa dijadikan hukuman umun
untuk setiap Jjarimah atau tidak. Fugaha' ada
yang mempérbolehkannya, ada yang tidak memper-

bolehkannya. Fuqaha' yang kontra beralasan, hu

- kuman denda pernah ditetapkan, tetapi sekarang

telah dinasakh, hukuman denda bukan cara yang
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baik untuk memberantas jarimah, karena .- rakan
mendorong penguasa yang tidak benar untuk me=
rampas hafta pembuat, selain itu hukuman denda
-akan menimbulkan perbedaan antara orang kaya
 dan miskin, karena orang kaya dapat membayar;.e
pya, orang miskin tidak dapat membayarnya., Fu-
qaha' yang pro hukuman denda, memberi ikatan -
ikatan tertentu, yaitu harta pembuat ..dikuasai
dan pembuatnya dipenjara hingga menjadi baik,
kalau baik dikembalikan padanya, jika.tidak ma
ka untuk kebaikan.(A.Qadir Audah,1963:705-T706)

C. Pertanggungjawaban Pengemudi

Pembicaraan pértanggungjawaban pengemudi ini;
pPenulis pilah-pilah sesuai dengan kasus yang terjadi ,
Yaitu tentang kasus +tabrakan, kecepatan maksimum ’

kendaraan parkir dan kelebihan muatan.

1. Tabrakan

Sayid Sabiq dalam kitabnya "Fighus-Sunnah" ,
menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah dan Imam  Malik
berkata, bila mana terjadi kasus tabrakan antara
dua penunggang kuda, kemudian kedua-duanya mati
bersaméan, maka aqilah masing-masing wajidb memba-

yar diat pada yang lain.(Sayid Sabiq, 1990 : 118) .,
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Menurut Imam Syafi!i bila terjadi kasus tabrakan
seperti tersebut di atas, maka diwajibkan atas ma-
sing-masing pihak membayar setengah diyat kepada
temannya. Jika dalam tabrakan tercebut keduanya sa
ling berhadapan maka diyatnya diberatkan. van jika
keduanya beroelakangan dan binatang keduanya ber-
henti lalu bertabrakan maka separuh diyat yang di-
beratkan. Dan jika salah satu dari keduanya .itu
menghadap maka separuh diyat orang yang menghadap
itu diberatkan dan separuh diyatnya bila ia mati
karena tabrakan tersebut. Dan fabrakan:yarg membe=
lakangi itu tidak diberatkan.

(Muhammad bin Idris As-Syafi®i, 1985.:354:- 356).

Kalau terjadi tabrakan dua -perahu{kendara =
an), lalu keduanya mati serta barang-barangnya ru-
sak, maka hukumnya dibagi sebagai berikut :

1. Jika tabrakan itu karena kelalaian mereka, se-
perti ada alat-alat yang rusak tidak cepat dibe
tulkan, atau perahu itu berjalan ketiké angin
kencang yang sebaiknya perahu itu tidak dijalan
kan, maka persoalannya jika kedua perahu(kenda-
raan) dan muatannya kepunyaan mereka, maka mere
ka wajib mengganti setengah harga perahu dan ba
rang-barang muatannya kepada temannya :° secara |

timbal balik. Jika perahu dan muatamnya bukan
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milik mereka sendiri, maka mereka secaré timbal
'balik,wajib.membayar setengah harga perahu dan
setengah harga barang muatan temannya. Jika da-
lam perahu banyak penumpang yang mati maka kelu
érga kedua pengemudi itu betaﬂggungjawab . .atas
setengah diyat semua penumpang perahu .. :-lainnya
secara timbal balik, kalau kedua pengemudi itu
menyengaja tabrakan serta ada yang mati, maka
pengemudi itu harus diqishas.
Kalau tabrakan itu bukan karena kelalaian, maka
pertanggungjawabannya ada dua pendapat .. ulama'
antara wajib dan tidak wajib bertanggunéjawab

pengemudinya.

Kalau perahu(kendaraan) yang tabrakan itu sewa-
an dan barang muatannya hancur, maka bila tabra
kan itu bukan atas kelalaian pengemudi, maka ia
+tidak*bettanggungjawab-mengenai perahunya. Dan
mengenai barang muatannya adalah kalau pemilik
‘nya menyertainya pengemudi tidak wajib bertang-
gungjawab. Kalau tidak disertai pemiliknya, ji-
ka. kerusakan itu atas kelalaian pengemudi, maka
ia bertanggungjawab. Dan jika tidak ka;ena kela
laiannya maka ia tidak harus bertanggungjawab .

(#.Moh.Anwar, 1988, hal : 268 - 269).
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2. Kecepatan Maksimum

Apabila hewan kemdaraan ada yang mengemudi-
kannya atau menungganginya atau mengendalikamnya ,
kemudian ternyata menabrak sesuatu hingga menimbul
kan kerusakan padanya,vmaka si pengendara harus
bertanggung jawab terhadap yang diakibatkan pengen
daraannya. Hal ini didasarkan pada perbuatan Kholi
fah Umar r.a, bahwa Umar telah mengenakan diat a-
tas orang yang melarikan atau mengendarai kudanya
kareﬁa terlalu cepatnya sehingga menginjak seseora

ng. (Sayid Sabig, 1990, Jilid X, hal : 120).

Sedang pengikut Azh-Zhahiri berpendapat ’
tidak ada tanggungjawab yang dipikul oleh salah sz
tu diantara mereka. Mereka beralasan dengan hadits

Nabi SAW :

POV WRPETRIE T o WEL NIRRT SN
' <\~_J@“é\&»9 \__)-J£Uk{33\~_élﬁg?k))smgy\¢,

("Dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda :"luka oleh binatang tidak ada pertang -
gungjawaban, terperosok ke dalam sumur tidak ada
pertanggung jawaban, dan dalam masalah harta karun

wajib seperlimanya').

(Shehih Bukhori, tt, Juz IX, hal : 15).

Jumhur fugaha' mengartikan hadits ini, kepa
da suatu keadaan dimana hewan(kendaraan) tersebut
tidak ada yang menungganginya, mengemudi atau me-

menuntunnya. Karena mereka berpendapat bahwa apa-
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bila hewan(kendaraan) mengenai seseorang, sedang
diatasnya ada penunggang, pengemudi atau penuntun-
nya,'maké pada dasarnya merekalah yang mengenainya
tetapi secara terkeliru(tidak sengaja).

(Ibnu Rusyd, 1990, Jilid IIT, hal : 578).

Kendaraan Parkir

Tentang kendaraan yang diparkir, ~ -dimana
kemudian kendaraan itu merusakkan sesuatu, maka me
nurut Imam Abu Hanifah, orang yang mengendarainya
harus mengganti apa yang dirusakkannya. Sedangkan
memarkirkan kendaraan pada tempat yang memang di-
khususkan untuk parkir tidak bisa dijadikan alasan
bagi.pengendara untuk lepas dari tanggungjawab.
Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari An-Nu'-

man Ibnu B%Fyﬁr, bahwa\rasulu%lah SAW beﬁza?da S
“ ¥ N S B e < ’ Lo .
-(-\bk~%7hu°hz)C)"*&{?&%%}EZQ;;fe
P4

("Barangsiapa memarkirkan kendaraannya pada su
atu jalan yang dipakai oleh kaum muslimin, atau pa
da salah satu pasarnya, kemudian ternyata - mengin-
jak(orang atau barang) baik dengan kaki depannya

ataupun kaki belakangnya, maka orang yang mengenda
rainya/memarkirkannya wajib mengganti kerugian").

(Asy-Syaukani, 1981, Juz V, hal : 364 - 369 ).
Imam Syafi'i menyatakan, jika pengendara meg

markirkan kendaraénnya pada tempat khusus yang me-

mang disediakan untuk parkir, maka pengendara t;—
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dak bertanggungjawab. Kecuali bila pengendara me-
markirkan kendaraannya bukan pada tempat khusus un
tuk parkir, maka dalam keadaan begini - pengéndara
wajib mengganti kerugian.

(Sayid Sabig, 1990, Jilid X, hal : 121 - 122),

Kelebihan Muatan

Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata, bah
wa jika dalam diri pengemudi perahu ads rasa hawa-
tir akan keselamatan jiwa penumpangnya atau barang
muatannya, kemudian salan satu penumpang mencampak
kan atau membuang sebagian muatannya dengaﬁ hara-
pan untuk meringankan beban dan menyélamatkan pe-
numpang serta barang muatannya, jika barang yang
dilemparkan itu adalah miliknya sendiri maka bara-
ng tersebut hilang sia-sia. Dan jika barang yang
dicampakkan itu sebagian milik orang lain maka ia
menanggung apa yang dilemparkannya tersebut.

Jika sebagian pemilik perahu berkata pada seseora-

ng :"Campakkanlah harta bendamu" lalu ia mencampak

kannya, maka ia tidak menjaminnya sedikitpun kare-

Ana pemiliknyalah yang membuang. Dan jika ada yang

berkata :"Campakkanlah harta benda itu dan‘saya me
nanggungnya", lalu ia memberi izin dan melemparkan

nya maka pemilik perahu itu menanggungnya.
(Muhammad bin Idris Asy-syafi‘®i,1985, Juz 1X.%358).



D. Penerapan Hilkum Secara Bertahap

Hukum Islam diturunkan ke dunia ini untuk meng
atur prilaku manusia dalam hidup gang berketuhanan ,
bermasyafakat dan Bernegara dengan tujuan tereapainya
suatu bentuk kehidupan yang aman, tentram dan damai.
Uleh karenanya sistem penerapan hukum yang di .kenal
dalam Islam adalah senantiasa memperhatikan aspek ke=-
manusiaan{humanity) dan aspek kemasyarakatan(sosiolo-
gis) atau dengan kata lain selalu berpijak pada kemag
lahatan manusia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ib-
nu Qaiyim, ¥y ng menyatakan :
B A (Y e, A e, e
("Sesungguhnya syari'at itu fundasi dan azasnya
jalah hikmah dan kemaslahatan manugia, baik dalam ke-

hidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat").

lzemikian ﬁ}:‘a .Lfe.rnyat”a_gn Asﬁﬁtj\léw }\Z\ﬁ\\,}‘\ \@é
KPS (W P TS OV ER 2L

("Dibuat hukum hanyalah untuk kemaslahatan hamba
di dunia dan di akhirat. Golongan mu'tazilah sepakat
bahwasanya hukum-hukum Allah diillatkan dengan keharu
san memelihara kemaslahatan manusia dan sesungguhnya
jtulah pilihan golongan tervanyak dari ahli hukum").

“w'w -

S

(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990 : 79 - 80).

. Salah satu asas hukum, yang dikenal dalam hu-

xum Islam adalah asas "pertahap dalam menetapkan hu-
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kum"(‘&g-iﬁ“ii?ileb, yaitu suatu asas yang di dalam
menetapkan hukum ditetapkannya secara bertahap ber-
dasarkan pértimbahgan kemaslahatan manusia. Dalam se-~
jarah pentasyri'an hukum lslam, ada beberapa  Dbentuk
penetapan hukum yang ditetapkan secara bertahap, ya-
itu @

1. Masalah Ibadah

Kewajiban melaksanakan shalat,. semula hanya
diwajibkan dua kali sehari, yakni dipagi hari dua
raka‘at dan pada sore hari juga dua raka'at. Kemu-
dian setelah shalat itu mulai memasyarakat, baru -
lah diperintahkan/diwajibkan shalat lima kali seha
ri semalam. Demikian pula kewajihan puasa, semula
diwajibkan hanya tiga hari dari setiap bulan, kemu
dian setelah puasa mulai memasyarakat barulah ada

perintah puasa sebulan dalam bulan Ramadlan.
2. Masalah Mu'amalah

Sebagaimana diketahui bahwa lslam turun di
Negeri Arabd ditengah-tengah terjadinya kemerosotan
moral dan budaya masyarakat Arab yang sudah demiki
an seriusnya. Seperti terjadinya perjudian, minum~
minuman keras, perzinahan dll. Mengenail sejargh
pelarangan minuman keras ini, terjadi melalui tiga

tahapan pelarangan yaitu : Mula-mula minuman keras

itu hapya dicela saja, bahwa dosa dan bahayanya lg
Sowrt :,,.,,.-’Jn ;o = e e
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bih besar dari pada manfa'atnya. Sebagaimana fir-
man Allah SWT :
gl el o Sl e o e

g 2D s

("Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan
judi. Katakanlah :"pada keduanya itu terdapat dosa
besar dan beberapa manfa'at bagi manusia, tetapi
dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya').

(A1-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971 : 53).

Ayat tersebut di atas tidak secara gamblang menera
ngkan keharaman khamer dan tidak pula mengharuskan
ummat Islam meninggalkannya, walaupun secara tersi
rat mengandung pengertian tersebut, karena sesuatu
yang mengakibatkan dosa dan bahaya itu seyogyanya
ditinggalkan, dan lagi halal/haramnya sesuati itu
tergantung pada sedikit atau banyaknya maslahat
dan mafsadat yang dikandungnya.

Kemudian tahap kedua,:Allah:melarang orang melaku-
"kan shalat dalam keadaan mabuk. Sebagaimana dite-

gaskan dalam Al-Qur'an :

OB S 3 AN T A,
(2?' ' sw\)

- ("Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga

kamu mengerti apa yang kamu ucapkan').

(A1-Qur'an dan Ter jemahnya, Depag RI, 1971 ¢+ 125).

Ayat ini belum pula melarang khamer secara total,
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sebab larangan dalam ayat itu hanya dikaitkan de-
ngan shélat;

Kemudian tahap‘ketiga, setelah ummat Islam :. :.gsiap
mental menghadapi larangan khamer secara total, ma
ka turunlah firman Allah SWT vang secara tegas dan

jelag mengharamkan khamer.

e -— =

RIEEEr o AW SR L VA R ST P D
2. 05 s\ ujs’fﬁﬂ @W\;Qws

(" Hai orng-orang yang beriman, sesungguhnya
minuman khamer, berjudi, berkorban untuk Dberhala,
mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan
ke ji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah per
buatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntu-
ngan').

(Al-Qur'an dan Ter jemahnya, Depag RI, 1971 : 176).

Penetapan hukum secara bertahap ini, juga
terjadi pada pelarangan perbuatan zina. Zina semu-
la hanya diolok-olok atau dimaki dan dikenakan ta-
hanan rumah. Sebagaimana dinyatakan didalam Al-Qumr
'an, surat an-Nisa': 15 - 16, yang artinya sebagai
berikut :

("Dan(terhadap) para wanita yang menger jaka
n perbuatan ke ji datangkanlah empat orang dari pa-
da kamu(untuk menjadi saksi). Kemudian apabila me-
reka telah memberi persaksian, maka kurunglah mere
ka(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka me
nemui ajalnya, atau sampai Allah memberk jalan ya-
ng lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang me-
lakukan perbuatan ke ji diantara kamu, maka berilah
hukuman kepada keduanya, Jjika keduanya bertaubat
dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesu-
ngguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pe -
nyayang").

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971 : 118).



33

Kemudian barulah hukuman terhadap pelaku zi

na itu diperberat dengan hukuman dera sebanyak se-

patus kali deraan bagi setiap pelaku zina laki-la—

ki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT :

AIBTEER\NEURIERE AR 4 I P |

("Perempuan yang berzina dan laki-laki vang
berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kedua
nya seratus kali dera").

(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI, 1971 : 543).

Demikianlah diantara beberapa contoh penetapan hu-
kum secara bertahap, yang dikemukakan oleh Prof.D-
rs.Masyfuk Zuhdi.

(Prof.Drs.Masyfuk Zuhdi, 1990 : 25 - 27).

Dr.Abdul Hamid Mutawalli dalam kitabnya Al-
Islem wa Mabadiu Nizhamil Hukmi, menyatakan bahwa
hikmah dari ditetapkannya hukum secara bertahap a-
dalah supaya memberikan kemudahan untuk mengerti
atau mengetahui tefhadap suatu undang-undang, ta-
hap demi tahap, perkara demi perkara, serta membe~-
pikggAkemudahan untuk memahami hukum-hukumnya se-
cara sempurna sesuai dengan peristiwa-peristiwa ya
ng terjadi dan sesuai pula dengan segala hal yang

dikehendaki ditetapkannya suatu ketentuan hukum.

(Dr.Abdul Hamid Mutawalli, tt, hal : 71).
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E. Fleksibelitas Hukum

~ Balah saty karakter hukum Islam adalah  bahwa

hukum Islam mempunyai karakter yang lentur atau flek-

sible, artinya tidak bersifat kaku kalau ketentuannya

begini maka harus begini, karena memang syari'at Is-

lam diturunkan dengan membawa misi kemaslahatan bagi

kehidupan manusia. Sehingga dalam pentasyri'an hukum

selalu berpijak pada kemaslahatan manusia.

Sebagai contoh dari karakter hukum lslam yang fleksi-

ble, adalah sebagai berikut :

1.

3.
4.

6.

Ummat lslam pada prinsipnya diperintahkan melakuka
n 8halat dengan‘berdiri, namun jika tidak ' mampu
berdiri dibolehkanAshalat dengan duduk dan jika ti
dak mampu duduk, maka dibolehkan shalat sambil ber
baring.

Ummat Islam dibolehkan menggashar shalat pada wak-
tu bépergian.

Ummat Islam dibolehkan menjama' shalat.

Ummat Islam dibolehkan bertayammum dikala tidak a-
da air sebagai pengganti wudlu'.

Usiar bin Khattab r.a pernah tidak memotong tangan
pencuri, karena pencurian tersebut terjadi pada mu
sim paceklik.

Umﬁat Islam dibolehkan memakan makanan yang dilara

ng, bila dalam keadaan terpaksaf
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Jadi dengan melihat beberapa contoh tersebut
di atas, jelaslah bahwa hukum Islam itu bersifat flek
sible(lentur) dengan selalu memperhatikan situasi dan

kondisi(kemaslahatan manusia). Hal ini sejalan dengan

J{..é% {:2{/\1»(5) \5 5

("Hukum itu berubah karena perubahan zaman, waktu

dan keadaan"). w
)<A)\45f<§gz>:QLSéSZ:;Lnyiigilzx

("Hukum itu berputar bersama illat hukumnya, jika

qa'idah fiqh

atnya sudah tidak ada, maka hukumnyapun tidafk

(Prof.Drs.Masyfuk Zuhdi, 1990 : 111).

iy
1bnul Qayyim menyatakan bahwa ketentuan-i5“ ;

tuan hukum itu ada dua jenis, yaitu :

1, Ketentuan hukum yang tidak berobah, baik ‘karena
waktu, tempat, keadaan atau karena menurut ijtihad
para imam. Contohnya seperti ketentuan semua yang
diwa jibkan, pengharaman semua yang diharamkan, ke-
tentuan-ketentuan hudud yang ditetapkan oleh syard
'at tentang kriminal dan yang sejenisnya.

2. Ketentuan hukum yang berubah sesuai dengan kebutu-
han, kepentingan, waktu, tempat dan keadaan, seper
ti hukuman-hukuman ta'zir beserta jenis-jenis dan

sifat-sifatnya. (Yusuf Qardhawi, 1988:93 - 94).



